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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mayoritas negara di dunia memilih demokrasi sebagai sistem 

pemerintahannya. Keinginan masyarakat barat akan persamaan hak dan 

perlakuan di depan hukum melahirkan Demokrasi. Hal ini terjadi karena 

setiap orang mempunyai kedudukan yang unik baik di hadapan hukum 

maupun dalam struktur sosial masyarakat sebelum deklarasi Amerika dan 

Perancis.
1
 

Demokrasi membantu rakyat menyadari bahwa rakyat mempunyai 

kekuasaan. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat akan membuat 

undang-undang yang memajukan dan membela hak-haknya. Suatu 

pemerintahan bersama yang menunjang dan menjadi landasan eksistensi 

negara dalam rangka menegakkan dan membela hak-hak rakyat 

diperlukan agar hal tersebut dapat terwujud.
2
 Demokrasi melibatkan 

rakyat dalam pengambilan keputusan, dalam sistem pemerintahan  

Demokrasi sebagai pedoman untuk pembangunan Nasional. 

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang 

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan 
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fungsi peyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan. 

Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik atau good governance 

merupakan impian sekaligus harapan semua bangsa di dunia. Selain itu, 

masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang 

sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi 

dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu 

menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan 

masyarakat.
3
 

Sekalipun setiap orang melihat suatu benda yang sama, persepsi 

merupakan sesuatu yang timbul dari suatu pemikiran yang kemudian 

menimbulkan berbagai konsep dan pemikiran. Kemudian menghasilkan 

konsepsi dan gagasan yang berbeda-beda, meskipun setiap orang melihat 

objek yang sama.
4
 Persepsi masyarakat tentang Demokrasi adalah faktor 

yang penting yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam tata kelola 

pemerintah Desa. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip 

demokrasi, seperti hak untuk pendapat, hak untuk memilih, dan akses 

terhadap informasi, dapat meingkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

pelaksanaan tata kelola pemerintah desa. Sebaliknya, pemahaman yang 
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kurang atau salah tentang demokrasi dapat mengahambat partisipasi dan 

mengurangi efektivitas tata kelola pemerintah desa. 

Melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab, 

partisipasi adalah sebuah proses yang memberikan kekuatan kepada 

masyarakat untuk mengatasi sendiri permasalahan yang mereka hadapi.  

Di Indonesia landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat 

adalah Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang peraturan 

pemerintah dalam negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 

tentang pedoman Pembangunan desa, PP no.47 tahun 2015 tentang 

peraturan pelaksanaan undang-undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa, 

perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan 

desa.
5
 

Untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik  (good governance ), 

segala kebijakan dan penentuan keputusan pemerintah diarahkan pada 

system pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta mampu 

membangkitkan suasana politik yang demokratis dengan ciri keterbukaan, 

sifat bertanggung jawab, tanggap terhadap aspirasi rakyat, menghargai 

keragaman, jujur dalam bersaing, bersedia menerima pendapat yang lebih 

benar, juga menjunjung tinggi ha asasi manusia serta keselarasan hak dan 
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kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan 

peneliti an Sharif and Aldeen, 2021 yang berjudul “ The Evaluating 

Good Governance Practice in Iraqi Administrations” juga menemukan 

bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi faktor diantaranya 

transparansi, efektivitas dan efisiensi.
6
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan beberapa 

permasalahan yang terdapat di Desa Rahong dari hasil wawacara dari 

beberapa nara sumber yakni situasi masyarakat desa rahong tentang 

pemahaman demokrasi masih kurang karena mereka dari keseluruhan 

masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah 

desa. Mereka hanya terlibat di dalam proses penyusunan program tata 

kelola tetapi dari pemerintah Desa mengharapkan agar masyarakat 

walaupun tidak semuanya untuk melakukan pengawasan di dalam proses 

tata kelola pemerintah yang  hasilnya bisa diharapkan oleh masyarakat .  

Dikarenakan dana anggaran yang minim proses tata kelola 

terkadang tidak terlaksana , sehingga menimbulkan persepsi  masyarakat 

bahwa proses tata kelola desa tidak merata. Selain itu, faktor lain yang 

menjadi permasalahan masyarakat. Dimana status Pendidikan masyarakat 

yang rendah, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengatahui 
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tentang demokrasi yang baik. Hal itu mengakibatkan masih banyak yang 

Money Politic di lingkungan masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : ”Implikasi Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Persepsi 

Dan Partisipasi Demokrasi” (  Studi Desa Rahong Kecamtan 

Malingping Kabupaten Lebak ). 

B. Fokus Penelitian  

Untuk mengetahui dan mencegah kesalah pahaman dan 

ketidaksesuaian antara penyebab permasalahan yang disebutkan dalam 

judul penelitian ini. 

Maka perlu diuraikan batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam memahaminya, adapun istilah-istilah tersebut antara lain: 

1. Persepsi masyarakat  

2. Kinerja Pemerintah Desa 

3. Status Pendidikan  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang dan 

judul di atas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Implikasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  

dalam Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang Tata Kelola 

Pemerintah Desa Rahong ?. 

2. Bagaimana Persepsi dan Partisipasi masyarakat di Desa 

Rahong, Kecamatan Malingping, terhadap konsep Demokrasi 

dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong ?. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 dalam Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang Tata 

Kelola Pemerintah Desa Rahong ?. 

2. Untuk mengetahui Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang 

Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong?. 

E. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah beberapa manfaat diperoleh pihak terkait dari hasil 

penelitian ini : 

A. Manfaat Teoritis  

1. Kontribusi pada Teori Demokrasi Lokal : Penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana 

persepsi masyarakat tentang Demokrasi memengaruhi 
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partisipasi mereka dalam Tata Kelola Pemerintah di tingkat di 

desa. Ini dapat membantu memperkaya teori-teori Demokrasi 

lokal. 

2. Pengembangan Teori Persepsi Politik : Penelitian ini dapat 

memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori 

tentang persepsi politik, terutama dalam konteks masyarakat 

desa, yang seringkali kurang terwakili dalam literatur ilmiah. 

3. Pemahaman tentang faktor Sosiodemografis dalam Partisipasi 

Politik : Penelitian ini dapat membantu dalam memahami 

sejauh mana faktor-faktor seperti usia, Pendidikan, dana latar 

belakang sosial ekonomi memengaruhi partisipasi politik 

dalam konteks dalam konteks demokrasi lokal. 

B. Manfaat Praktis 

1. Pengembangan Kebijakan Lokal yang lebih inklusif : Hasil 

penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan 

pihak terkait untuk mengembangkan kebijakan yang lebih 

inklusif dan sesuai dengan persepsi dan kebutuhan masyarakat 

di Desa Rahong. 

2. Peningkatan Program Pendidikan Politik : Dengan memahami 

faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan partisipasi 

masyarakat, penelitian ini dapat membantu dalam merancang 
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program Pendidikan politik yang lebih efektif untuk 

meningkatakkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. 

3. Media dan Komunikasi yang lebih Efektif : Hasil Penelitian 

ini dapat membantu media lokal dan nasional dalam 

merancang konten yang lebih efektif dalam membentuk 

persepsi masyarakat tentang demokrasi, sehingga dapat 

mendorong parstipasi aktif dalam proses pembangunan lokal. 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Abdul Akbar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2019.Analisis Penerapan Tata kelola Administrasi Pemerintah 

Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar . 
7
 

Pembahasan dari penelitian  ini adalah membahas tentang 

penyelengaraan pemerintah desa untuk memenuhi instrumen 

kebutuhan masyarakat desa. Bahwa penerapan tata kelola 

administrasi pemerintah desa belum berjaan dengan baim dimana 
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ada beberapa buku administrasi yang tidak di terapakan dan tidak 

lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi. 

Peirsamaan dalam peineilitian ini meimbahas meingeinai 

peirseipsi masyarakat teirhadap peimeirintahan di deisa dalam Tata 

keilola peimeirintah. peirbeidaan dalam peineilitian ini adalah objeik 

yang diteiliti nya beirbeida, jika pada peineilitian teirseibut meimbahas 

meingeinai administrasi deisa seirta adanya upaya untuk teirtib 

administrasi meirupakan peiran peinting dalam peiyeileinggaraan  

peimeirintah deisa.  

2. Eirpan Sahadi Univeirsitas Institut Agama Islam Neigeiri Beingkulu, 

2021. Urgeinsi Peiningkatan Kualitas Peilayanan Publik Dalam 

Meiwujudkan Tata Keilola Peimeirintahan Yang Baik Peirspeiktif  

Siyasah Idariyah. 
8
 

Peimbahasan dari peineilitian ini adalah di Deisa Sukaraja ini 

meimang beilum maksimal dalam menjalankan pelayanan 

public dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2000 tentang pelayanan publik. Pada tahap 

pelaksanaan pelayanan public di desa sukaraja ini masih 

banyak sekali yang belum sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya 

SDM aparatur desa tentang pelayanan public. 

Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai 

persepsi masyarakat dalam program pemerintahan. Hal ini masih 

berkaitan diarenaan melihat bentuk dari apresiasi masyarakat 

dalam berpartisipasi terhadap pengembangan tata kelola 

pemerintah . Melihat kegiatan masyarakat untuk melakukan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat . Perbedaan dalam penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakuan terletak pada hal 

yang dituju. Pada penelitian tersebut berfokus dalam uapaya 

peningkatan pemenuhan pelayanan publik. Jika penelitian tentang 

tata kelola ini di Desa Rahong mengetahui pemahaman 

masyarakat tentang demokrasi dan pengkajian untuk mengatahui 

tata kelola oleh Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten 

Lebak.  

3. Anjar Kurniawati, Universitas Muhamadiyah Ponorogo, 2014 

Persepsi Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo Terhadap Tranparansi Pengelolaan 

APBDes.
9
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Pembahasan dari penelitian ini adalah tentang gambaran 

umum dari penduduk Desa Tegal rejo dalam menilai 

transparansi APBDes Tegal Rejo yang dilakukan oleh 

pemerintah desa Tegal Rejo mulai dari Perancaan APBDes 

sampai pengelolaan APBDes Tegal Rejo. 

Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang 

pengembangan arah kebijakan pembangunan desa dan peran 

masyarakat sangat memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. 

Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah tentang arah kebijakan 

pembangunan Desa dengan berpedoman dengan APBDes, sedang 

pada penelitian ini hanya berkaitan tentang keterlibatan 

masyarakata dalam proses pembangunan. 

4. Lina Apriyanti , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai 

Mandau Kabupaten Siak.
10

 

Pembahasan dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

menejelaskan partisipasi masyarkat dalam pelaksanaan 

pembangunan. 
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Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang 

pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat dalam 

mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Perbedaan dalam 

penelitian tersebut ialah membahas tentang pelaksanaan 

pembangunan dilihat dari bentuk partisipasi dalam kegiatan 

tersebut. Kemudian adanya evaluasi yang dilakukan masyarakat 

dalam memantau pelaksanaan proses pembangunan. Pada 

penelitian ini hanya menjelaskan tentang situasi dan keadaan 

tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

lokal.  

5. Muhammad Yasser, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Medan. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perturan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2019-2013 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah. 

11
 

Pembahasan dari penelitian ini adalah menegaskan bahwa 

para penggagas  dan pemrakarsa perlu menyerap aspirasi 

yang berkembang di masyarakat, untuk mengetahui bentuk 
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partsipasi masyarakat dalam rangka penyiapan dan/atau 

pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan 

peraturan daerah. 

Persamaan dalam penelitian ini mengenai tahapan-tahapan 

tentang proses pembangunan. Perbedaan dalam penelitian tersebut 

ialah tentang pelaksanaannya lebih tinggi di tingkat provinsi 

sedangkan penelitian ini tahapanya hanya di tingkat desa.                                                                                                                                                                                                                      

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam konstitusi kita, tampak sangat jelas bahwa terdapat korelasi 

antara negara hukum, yang betumpu pada konstitusi dan peraturan 

Perundang-Undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui 

sistem Demokrasi. Korelasi ini dapat dilihat dari kemunculan istilah 

“Demokrasi Konstitusional”, sebagaimana disebutkan diatas. Dalam 

sistem Demokrasi, penyelenggaraan Pemerintahan itu harus bertumpu 

pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu 

harus ditopang dengan sistem Demokrasi. Hubungan antara negara 

hukum dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa 

pengaturan Hukum akan hilang bentuk dan arah, sedangkan Hukum tanpa 

Demokrasi akan hilang makna. 
12
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Sungguhnya ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh 

para filsuf dari zaman Yunani Kuno, yaitu Plato. Pada awalnya dalam 

The Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara 

ideal untuk mencapai keadilan yang berintikan kebaikan. Untuk itu 

kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan. Namun, 

dalam bukunya “The Statesman” dan “The Law”, Plato menyatakan 

bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (The 

Second Best) yang menempatkan supremasi Hukum. Pemerintahan yang 

mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah 

pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut 

Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (The best 

life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.
13

 

Demokrasi adalah penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada 

setiap kegiatan politik kenegaraan, Demokrasi juga berarti proses 

menegakkan  nilai-nilai Demokrasi sehingga sistem politik Demokrasi 

dapat terbentuk secara bertahap. Negara Hukum Demokrasi bertujuan 

untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, 

sambil memastikan bahwa hak-hak individu dan kebebasan warga negara 

dihormati. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan di 
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seluruh dunia dan merupakan aspek penting dalam menjaga 

keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.
14

 

Dalam kajian hukum islam ini peneliti memfokuskan kajian Fiqih 

Siyasah pada bidang Siyasah Idariyah, yakni bidang yang berkaitan 

dengan Tata Kelola Pemerintahan. Kata idariyah berasal dari kata Adara 

asy-syay’a yudiruhuidarah yang artinya mengatur atau menjalankan 

sesuatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai 

berikut.: 

نِِ
َ
ِِٱحۡكُمِوَأ ىزَلَ

َ
ِأ ٓ ِبهَِا ِِٱلَلُِّبيَۡيَهُم ِوَِوَلََ هۡوَاءَٓهُمۡ

َ
ِأ ِيَفۡتيُِوكَِِٱحۡذَرهُۡمِۡتتََبعِۡ ن

َ
أ

ىزَلَِعَوِۢبَعۡضِِ
َ
فإَنِِتوََلَوۡاِْفَِِٱلَلُِّنَآِأ نَهَاِيرُيِدُِِٱعۡلمَِۡإلََِۡكََِۖ

َ
نِيصُِيبَهُمِِٱلَلُِّأ

َ
أ

وَإِنَِلَثيِٗراِنِّوَِ ٤٩ِِلفَََٰسِقُونَِِٱلناَسِِببَِعۡضِِذُىوُبهِِمِۡۗۡ
“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti 

keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai 

mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang 

telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian 
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 Abdullah Sulaeman, Pengumpul Bahan Materi Mata Kuliah Negara Hukum dan 

Demokrasi, Jakarta, 2010,h.20. 
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dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-

orang yang fasik”. (QS.Al-Maidah : 49).
15

 

Ayat ini menunjukkan sifat penting dalam Tata Kelola pemerintah 

yang baik untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai 

dengan amanat peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini kaitannya 

dengan hak dan kewajiban Tata Kelola Pemerintah, memiliki kedudukan 

penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan 

menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain-lain. 

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka 

tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti 

dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas 

akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian 

yang akan diteliti yaitu “Tata Kelola Pemerintah”. 

H. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian berupaya untuk menyelidiki satu atau lebih 

gejala melalui analisisnya untuk mempelajari lebih lanjut gejala hukum 

sehingga dapat memunculkan permasalahan yang lebih mendalam 

mengenai suatu gejala hukum dan membuat hipotesis.
16
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Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Metode 

Penelitin Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya
17

 

Adapun Meitodei Peineili itiian yang peinuli isi i gunakan dalam 

peineili iti ian i ini i adalah seibagai i beiri ikut : 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jeini is peineili iti ian dalam peinuli isan skri ipsi i iini i adalah meitodei 

peineili iti ian lapangan (fi ilei reiseiarch). Dalam meilaksanakan peineili iti ian 

peinuli is meinggunakan peindeikatan peineili iti ian yuri idi is eimpiiri is, dan jeini is 

peineili iti ian kuali itati if meineili iti i hukum darii peirseipti if eikteirnal deingan objeik 

peineili iti ianya adalah si ikap dan peiri ilaku sosi ial teirhadap hukum.
18

 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi i peineili iti ian i ini i beirada di i Deisa Rahong Keicamatan 

Mali ingpi ing Kabupaten Leibak Provinsi Bantein. 
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3. Sumber Hukum Penelitian 

Sumbeir-sumbeir peineili iti ian hukum dapat dii beidakan meinjadi i dua 

sumbeir bahan hukum yang meili iputi i bahan hukum pri imeir, bahan 

hukum seikundeir.  

1. Bahan hukum pri imeir  

Hukum pri imeir meili iputii peiraturan peirundang-undangan 

dan seiluruh naskah reismii yang meimuat keiteintuan-keiteintuan 

hukum. Hukum pri imeir di iseibut juga hukum otori itati if, yai itu unsur 

hukum yang meimpunyai i keiweinangan.
19

 

Dalam sumbeir hukum pri imeir pada peineili iti ian i ini i di ipeiroleih 

deingan meilalui i wawacara seirta obseirvasi i dan di itambah deingan 

dokumein seibagai i peinguat. 

2. Bahan hukum seikundeir  

Buku, arti ikeil, jurnal, hasi il peineili iti ian, makalah, dan sumbeir 

hukum pri imeir lai innya yang reileivan deingan topi ik yang 

di ibi icarakan meirupakan contoh bahan hukum seikundeir. Bahan 

hukum seikundeir juga meincakup dokumein atau bahan hukum 

yang meinjeilaskan sumbeir hukum pri imeir. 

Dalam sumbeir hukum seikundeir pada peineili itiian i ini i 

di idapatkan i informasi i tambahan seibagai i peinguat. Adapun yang 
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meinjadi i sumbeir data seikundeir beirupa buku, jurnal dan sumbeir 

lai inya yang sudah teirpubli ikasi i.
20

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam peineili iti ian i ini i peinuli is meinggunakan teikni ik 

peingumpulan data yang seisuai i deingan masalah atau judul yang 

di iteili itii yai itu meingeinai i keiweinangan peimeiri intah deisa dalam meimbuat 

peiraturan deisa. Deingan meingumpulkan data keimudi ian meingkaji i data 

teirseibut. Deingan teikni ik beiri ikut : 

a. Observasi 

Langkah peirtama yang di ilakukan peinuli is adalah 

Obseirvasi i. Obseirvasi i adalah peingamatan langsung teirhadap objeik 

peineili iti ian, feinomeina dan geijala- geijala deingan meinggunakan 

peincatatan si isteimati ik. Obseirvasi i i ini i tujuannya adalah untuk 

meindeiskri ipsi ikan seitti ing, keigi iatan yang teirdi iri i, orang yang teirli ibat 

di i dalam keigi iatan dan makna yang di i beiri ikan oleih para peilaku 

yang di iamati i teintang peiri istiiwa yang beirsangkutan.
21

 

Obseirvasi i di i lakukan langsung oleih peinuli is keipada 

peimeiri intahan seirta masyarakat Deisa Rahong Keicamatan 

Mali ingpi ing Kabupatein Leibak. 
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b. Wawancara  

Tahap seilanjutnya adalah Wawancara. Peirteimuan atau 

wawancara adalah salah satu jeini is koreispondeinsi i veirbal, leibi ih 

speisi ifi iknya seimacam di iskusi i yang beirtujuan untuk meindapatkan 

data. Strateigi i peirteimuan di igunakan untpuk meimpeiroleih data 

teintang hal-hal yang ti idak dapat di ipeiroleih meilalui i peirseipsi i.
22

 

c. Dokumentasi  

Adapun di i dalam peineili iti ian iini i peinuli is meilakukan 

dokumeintasi i seicara langsung bai ik deingan meineilaah dokumein-

dokumein, arsi ip maupun peirundang- undangan lai innya, seirta 

seigala macam publi ikasi i yang di ipeirlukan dalam
23

 

peineili iti ian. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam peineili iti ian i inii, seiteilah bahan hukum sudah teirkumpul 

seilanjutnya bahan hukum teirseibut di ianali isi is untuk meindapatkan 

konklusi i, beintuk dan Teikni ik anali isii hukum adalah Conteint Analysiis.  

Seibeilumnya dalam peineili iti ian normati if  ti idak di ipeirlukan data 

lapangan untuk keimudi ian di ilakukan anali isi is teirhadap seisuatu yang 

ada di i bali ik data teirseibut.  
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Teikni ik anali isi is dan i inteirpreitasi i data yang di ipeiroleih di isaji ikan 

seicara kuali itati if untuk seilanjutnya di ianali isi is seicara deiskri ipti if dan 

preiskri ipti if deingan meinggunakan anali isi is yuri idi is empiris. Kareina data 

yang di ikumpulkan meirupakan data kuali itati if deingan modeil i inteirakti if. 

Proseisnya meilalui i ti iga tahap yai itu reiduksi i data, peinyaji ian data, dan 

peinari ikan keisi impulan. Keigi iatan teirseibut di ilakukan seicara teirus 

meineirus seihi ingga meimbeintuk suatu si iklus yang meimungki inkan 

dapat di itari ik keisi impulan yang meimadai i, seihi ingga proseis-proseis 

si iklus teirseibut dapat sali ing beirhubungan seicara si isteimati is. 

Anali isi is data yang di igunakan peinuli is adalah meingumpulkan 

data yang ada di i Peimeiri intah Deisa Rahong dan sumbeir-sumbeir yang 

beirkai itan deingan topi ik 

 skri ipsi i peinuli is, keimudi ian di i anali isi is meinggunakan teiori i yang 

ada dalam landasan teiori i peinuli is, seihi ingga di i peiroleih hasi il yang 

keimudi ian di i bahas oleih peinuli is dan teirjawabnya peirmasalahan yang 

ada di i dalam peinuli isan skri ipsi i peinuli is yang keimudi ian dapat di i tari ik 

keisi impulan dari i seiluruh hasi il dan peimbahasan skri ipsi i oleih peinuli is. 

bai ik meilalui i obseirvasi i, dokumeintasi i, dan studi i keipustakaan maka 

data teirseibut di iolah keimbali i deingan cara meimeiri iksa teirhadap 

keileingkapan da hubungannya pada peirmasalahan yang ada dalam 

peineili iti ian i ini i keimudi ian di iklasi ifi ikasi ikan seicara si isteimati is seihi ingga 
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deingan jeilas dapat di ikeitahui i data mana yang di ipeirgunakan untuk 

meinjawab peirmasalahan yang ada. 

I. Sistematika Pembahasan 

Beiri ikut meikani ismei peimbahasan yang akan di igunakan oleih peineili iti i: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab i ini i meimbahas teintang latar beilakang, i ideinti ifi ikasi i masalah, 

tujuan peineili iti ian, manfaat peineili iti ian, keirangka konseiptual, dan 

si isteimati ika peimbahasan di ibahas dalam bab i ini i. 

BAB II : KAJIAN TEORITIS 

 Bab i ini i meinyaji ikan teiori i teintang vari iabeil yang di igunakan dalam 

peineili iti ian, seirta data teirkai it dari i studi i seibeilumnya dan hi ipoteisi is 

peineili iti ian. 

BAB III : KONDISI OBJEKTIF DESA RAHONG 

Bab i ini i beiri isi ikan deiskri ipsi i teintang lokasi i dan waktu peineili iti ian, 

proseidur peineili iti ian, ukuran sampeil dan populasi i, alat peineili iti ian, meitode i 

peingumpulan data, dan meitodei anali isi is data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab i ini i meirangkum peirtanyaan peineili iti ian, meinjeilaskan data yang 

di ikumpulkan, meilakukan uji i peirsyaratan anali isiis untuk peinguji ian 

hi ipoteisi is atau dugaan, dan meimbahas hasi il peineili iti ian. 
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BAB V : PENUTUP 

Teimuan peineili iti ian dan reikomeindasi i yang di isaji ikan dalam bab i ini i 

dapat di imanfaatkan seibagai i sumbeir untuk studi i leibi ih lanjut. 

 


